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ABSTRAK 

Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa kesehatan agar setiap 

peserta yang menjadi program jaminan sosial kesehatan memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan yang layak. Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 14 menegaskan bahwa setiap orang maupun 

warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib 

menjadi peserta dalam program BPJS. Pasal 14 UU BPJS tidak merinci apa saja 

yang menjadi objek perlindungan sedangkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 

2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52 ayat (1) huruf (r) merupakan 

pengaturan lebih lanjut dari Pasal 14 UU BPJS justru memberikan pembatasan 

yaitu terhadap korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme 

dan perdagangan orang tidak mendapatkan jaminan perlindungan. Hal tersebut 

menimbulkan permasalahan yaitu bagaimana urgensi pengaturan tentang 

perlindungan korban tindak pidana dalam memperoleh jaminan sosial kesehatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bersifat analisis 

preskriptif dengan pendekatan Perundang-undangan (statue approach). Hasil 

penelitian ini adalah dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 

tentang Jaminan Kesehatan ini menimbulkan kerugian bagi peserta BPJS karena 

apabila menderita suatu akibat tindak pidana maka korban tidak mendapatkan 

ganti rugi maupun pelayanan kesehatan dari BPJS. Pentingnya korban tindak 

pidana untuk dilindungi karena korban merupakan seseorang yang mengalami 

kerugian dan penderitaan, sehingga terhadap perlindungan korban tindak pidana 

diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
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